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ABSTRAK 

 

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 

Batam yang disingkat BP Batam, adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang 

dibentuk dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Adapun permasalahan yang 

diangkat dalam penulisan hukum ini antara lain. Pertama, bagaimana tugas dan 

wewenang Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Kota Batam?. Kedua, 

Bagaimana koordinasi antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan 

Kota Batam dalam pengelolaan Kota Batam Ketiga, Apa solusi yang tepat untuk 

menghilangkan dualisme pengelolaan antara pemerintah Kota Batam dengan Badan 

Pengusahaan Batam ? 

Dalam Penulisan Hukum ini metode yang digunakan adalah metode 

pendekatan yuridis normatif, metode pendekatan ini digunakan mengingat bahwa 

permasalahan yang diteliti berkisar dengan peraturan perundang-undangan dan 

tugas dan wewenang instansi pemerintah yang dikaitakan dengan penerapan dalam 

prakteknya apakah sudah sesuai dengan yang tertulis dalam peraturan perundang-

undangan tersebut atau belum. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif analisis. Jenis dan Sumber Data yang digunakan yaitu data sekunder. 

Adapun metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan metode 

analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian, Badan Pengusahaan Batam dibentuk oleh 

Dewan Kawasan. dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, 

pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 

Bebas Batam. dalam melakukan tugasnya , BP Batam berpedoman pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan 

Pelabuhan Bebas Batam, dilakukan melalui kegiatan pengelolaan, pengembangan 

dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan. Koordinasi 

antara Pemerintah Kota Batam dengan BP Batam dilakukan oleh Dewan Kawasan 

dengan cara dibentuk semacam "DESK".(Dukungan Elemen Satuan Kerja) untuk 

masing-masing bidang yang sejalan dalam struktur tugas dan fungsi. Kemudian 

untuk menghilangkan dualisme pengelolaan antara Pemerintah Kota Batam dengan 

Badan Pengusahaan Batam yakni dengan Kepala Badan Pengusahaan Batam 

dijabat ex-officio oleh Wali Kota Batam.  

 

 

 

 

 

Kata kunci: Badan Pengusahaan Batam, Koordinasi, PP nomor 62 tahun 2019 

tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 

 


